NOMOR 50P
TGL
PEMBUATAN
TGL REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT
NAMA SOP : Monitoring Tindak Lanjut Temuan
Inspektorat.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
L. UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah | 1. Memahami  Peraturan  perundang-undangan serta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Kebijakan Pengawasan pada pemerintah Daerah

Undang No 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat
Il Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).

2. UU Nomer 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3969).

3. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286)

4. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, -
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 )

5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 )
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PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan  n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinti
Daerah atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593)

PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Rl Tahun

2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4980 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik
Pejabat Pengawas Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dn Kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Daerah Tahun 2016;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ( Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2014 Nomor 10 ).

Scanned by CamScanner



BAHAN YANG
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' 1 Persiapan kegiatan monitoring 1. Dokumen Tindak lanjut | 1
| a. Koordinasi rencana monitoring tahun yang lalu;
_ - Sebelum pelaksanaan Monitoring, terlebih dahulu Sekretaris Inspektorat | 2. Bukti atas  pelaksanaan

melapor kepada Inspektur Daerah berkenaan dengan rencana kegiatan tindak lanjut.

Monitoring TL qx«&dﬁﬁuﬁuﬁ:ﬂuﬁgg
tentang Objek Pengawasan (Daerah/Unit Kerja), pembentukan

. .
Sekretariat Inspektorat untuk penerbitan Surat Perintah Tugas/SPRINT
ggggg&:ﬂ im Monitoring.

b. Pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai objek yang

dimonitoring

_ Inspektur Pembantu dengan Gbantu KT menghimpun dan menelaah data dan

- Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan

| program/kegiatan dan sumber daya objek yang akan dimonitoring.

| ¢ Penyusunan Program Kerja Monitoring (PKM)

- Inspektur Pembantu dengan dibantu KT menyusun PKM, yang didalamnya
memuat Daftar Materi Pemeriksaan (DMP), pembagian tugas personil Tim
Monitoring, jadwal waktu monitoring, ruang lingkup Monitoring dan langkah

- Pengarahan dari Inspektur Pembantu kepada Tim Monitoring sebelum
pelaksanaan pemeriksaan, terutama penekanannya tentang kebijakan
pengawasan, norma dan kode etik pemeriksaan serta pelaksanaan PKXM.

el
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PENGAWASAN
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TAHAPAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

BAHAN YANG
DIBUTUHKAN/DIPERLUKAN

DOKUMEN YANG PERLU
DIPERSIAPKAN

2. Pelaksanaan Monitoring
a. Pertemuan awal (Entry Briefing)

- Tim Monitoring melapor ke Objek Pengawasan (OPD) dengan menyampaikan
Surat Perintah Tugas (SPT/SPRINT);

- KT memimpin pertemuan awal dengan Kepala OPD atau yang mewakili,
untuk menyampaikan maksud dan tujuan monitoring serts menyampaiakn
standar dan prosedur pemeriksaan.

b. Kegiatan monitoring

- Tim monitoring melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek-objek yang
akan diperiksa sesuai dengan PKM.

- Masing-masing Anggota Tim (AT) membuat Kertas Kerja Monitoring (KKM)
yang setiap materinya didukung dengan:

1)

2)

3)
- KT

Bukti yang berupa bukti fisik, bukti dokumen, bukti kesaksian, dan bukti
analisis;

Pengujian bukti yaitu dengan teknik meliputi konfirmasi, inspeksi,
pembandingan, penelususran hingga bukti asal, dan bertanya
(wawancara);

Dokumentasi;

langsung mereviu dan mengkompilasi KKM, untuk menajdi Temuan

Sementara Hasil Monitoring.
c. Pertemuan akhir (Exit Briefing)

- KT memimpin pertemuan akhir dengan Kepala OPD atau yang mewakili,
untuk menyampaikan Temuan Sementara Hasil Monitoring;

- Oleh Kepala OPD, Temuan Sementara Hasil Monitoring dapat langsung
ditanggapi dan klarifikasi;

- Tim Monitoring selesai melaksanakan monitorng pada Objek Pengawasan
(OPD) dan berpamitan untuk kembali ke Inspektorat Daerah.
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[T Monitoring menghimpun dan menelaah data dan
[indormasl yang berkaltan dengan objek pengawssan

] Monitoring menyusun Program Kerja Monitoring [PXW)
[berdasarkan date dan informasl yang telah dibimpun dan
jditeiaah

|Prosedur Peiaksanaan Monitoring

Tm e g pada Objek
Pengawasan sesusl dengan PXM

[direviu menjaci Temwan Sementara Hasll Monitoring

{Tim Manitoring membust Kertas Kerja Monltoring [KKM) untuk

Hasil

Them g Temuan Hasil
Monitoring menjadi Konsep Laporan Hasil Monitoring

[Tim Monitoring menyampaikan Konsep Laporan Hasil
Monitoring ke Sekretaris Cq. Subbag Evaluasl dan Pelaporan.

3 |Subbag Eviap melakukan Ekspose Konsep LHM
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Eviap melakukan membuat notalen of e
Perbalkan konsep LM dan diserahkan ke Tim & Moring “

|
TIm Monitoring memperbaiki LM sesual dengan hasil ekspose
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Tien LM Perbadan
6 Manitoring menyerahkan LHM perbaikan kepada yang telah
Inspektur untyk penandatanganan akhir gitardatargand
LHM Perbalian] 10 Menit Imspektur
LHM Perbailan

yang telah

7
Inspektur menandatangan! Laporan Hasll Monitoring drandetangsni LHM Siap di
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TAMAPAN DAM 1. TA CARA PEMERIKSAAN

— | osvnmspwmason |  SUSBIOS
3. Pelaporan hasl monnorig

a, Ekspose hasil monitonng
- Oleh Tim Monitorng Temusn Semertars Wash Moriorng diciengic:,

disusun dan disernpurnakan menjsdi Konsep Laporen Hasll Montonng, i
dengan mencantumian Nomor Kode Temwusn dan rraerraudiian

direvis dan dikompllasi menfad) Konseg Lagorsn Hach Monitoriog, (LA TL
1K) dan selanjulrya diserahkan ke Selretads Inspeiaorat (4. Sublag
Evaluagi dan Pelagoran Sekretariat \nspekiorat guns diaksanalan Ciopos
LHM;

. Sekretaris memimpin Rapat Exspose Konsep LHM oleh Inspeiaur Pembants
dan Tim Monitoring dikadagan Tien Peryanggah LM yang sudah dibentik
sebelurnmya di Inspekiorat Daerah; |

: MMMMPmmwmnmammi
Sekretaris Tim Penyanggah Konsep LHM membuat notulen ekspose sebagsl
bahan perbaikan konsep laporan hasll pemerkssan yang harus Siaksanaian
oeth Inspektur Pembantu dan Tim Monitoring.

b. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring (LHM) ;l

- Selambatlambatrya 15 (Ema belas) hari setelsh selesai melaladan |
MMPMMH:WMWF
LHM yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose.

- Inspektur Pembantu dan KT menandatangani LHM, selanjutnyz mengajukan |
kepada Inspeldur Daerah untuk penandatanganan akhir. |
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